
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P U T U S A N

Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Pw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sorong, 20 Desember 1987,

agama  Islam,  pekerjaan  Pedagang  Pakaian,

pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di

Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal  lahir  Kaobula,  21 Desember 1984,

agama  Islam,  pekerjaan  POLRI,  pendidikan

SLTA,  tempat  kediaman,  Kabupaten  Buton,

sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23

November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo

pada  Selasa  23  November  2021  dengan  register  perkara  Nomor

297/Pdt.G/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.  Bahwa pada tanggal 02 Juli 2008, Penggugat dan  

Tergugat telah  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Disclaimer
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Wolio,  Kota  Baubau,  sebagaimana  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah

Nomor : 244/03/VII/2008, tertanggal 02 Juli 2008;

2.  Bahwa setelah menikah, Penggugat  dan Tergugat  tinggal

bersama di  rumah Kakak  Penggugat  di  Kota  Baubau  selama 1  (satu)

bulan,  dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan di

Kabupaten Buton selama 6 (enam) tahun dan kemudian pindah di rumah

pribadi di Kabupaten Buton selama 5 (lima) tahun dan  belum di karuniai

anak;

3.  Bahwa  sejak  Februari  2010  keadaan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1.  Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  selalu  bertengkar  karena

belum  memiliki  keturunan  yang  disebabkan  Penggugat

memiliki  penyakit  kista  atas  pemeriksaan  dokter  kandungan

pada tahun 2016;

4.  Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat   terjadi  pada  tanggal 23  Januari  2019  penyebabnya  adalah

Penggugat meminta cerai kepada Tergugat karena tidak bisa memberikan

keturunan  kepada  Tergugat  yang  akibatnya  Penggugat  dan  Tergugat,

berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah

Penggugat; 

5.  Bahwa  setelah  berpisah  tempat  tinggal  Penggugat  tinggal  di

rumah  pribadi  di  JL.  Yos  Sudarso,  Kelurahan  Kambula-Bulana,

Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton sedangkan Tergugat tinggal di

rumah  kos  di  Kelurahan  Kambula-Bulana,  Kecamatan  Pasarwajo,

Kabupaten Buton;

6.  Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di mediasi pihak keluarga

sebanyak  2  kali  dan  dimediasi  atasan  sebanyak  3  kali  namun  tidak

berhasil;

7.  Bahwa berdasarkan dalil-dalil  di  atas,  telah cukup alasan bagi

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975,  dan  untuk  itu
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Penggugat  mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8.  Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon  kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

Primer

1.  Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2.  Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3.  Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis  Hakim berpendapat lain,  mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
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Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 244/03/VII/2008 yang dikeluarkan dan

ditandatangani  oleh  KUA  Kecamatan  Wolio,  Kota  Baubau,  Propinsi

Sulawesi Tenggara Tanggal 02 Juli 2008. Bukti surat tersebut bermaterai

cukup dan telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi  1,  SAKSI  I,  umur  61  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMA,

pekerjaan  tidak  ada,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Buton mengaku

sebagai ibu asuh Penggugat  di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di

rumah kakak Penggugat kota Baubau selama 1 (satu) bulan, kemudian

Penggugat pindah ke rumah kontrakan di Pasarwajo selama 6 (enam)

tahun,  dan  terakhir  tinggal  di  rumah  pribadi  di  Kelurahan  Kabupaten

Buton selama 5 (lima) tahun;

 Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

rukun dan harmonis tapi belum dikaruniai anak, namun sejak tahun 2010

sudah sering terjadi perselisihan pertengkaran mulut;

 Bahwa saksi  pernah melihat  dan mendengar antara Penggugat

dan Tergugat bertengkar mulut;

 Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah  karena Tergugat

ingin punya keturunan, sedang Penggugat sudah tidak bisa memberikan

keturunan  kepada  Tergugat  karena  Penggugat  mempunyai  penyakit

kista;

 Bahwa Penggugat  dan Tergugat  sudah berpisah tempat  tinggal

sejak  Januari  tahun 2019,  Penggugat  meninggalkan rumah kediaman

bersama;

 Bahwa Penggugat kembali tinggal di rumah bersama di Jalan Yos

Sudarso, Kelurahan Kambula-Bulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten

Buton,  sedang Tergugat  tinggal  di  rumah kost  di  Kelurahan Kambula-

Bulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

 Bahwa Tidak, sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat

dan Tergugat dan mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;
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 Bahwa  pihak  keluarga  sudah  pernah  2  (dua)  kali  dan  atasan

Tergugat  sudah  3  (tiga)  kali  berupaya  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat namun  berhasil.

 Saksi  2,  SAKSI  II,  umur  28  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1,

pekerjaan  Hororer  pada  Dinas  Perdagangan  Kab.  Buton,  bertempat

tinggal di Kabupaten Buton mengaku sebagai teman Penggugat (tidak ada

hubungan  Keluarga)  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang

pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di

rumah kakak Penggugat kota Baubau selama 1 (satu) bulan, kemudian

Penggugat pindah ke rumah kontrakan di Pasarwajo selama 6 (enam)

tahun,  dan  terakhir  tinggal  di  rumah  pribadi  di  Kelurahan  Kambula-

bulana, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton selama 5 (lima) tahun;

 Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

rukun dan harmonis tapi belum dikaruniai anak, namun sejak tahun 2010

sudah sering terjadi perselisihan pertengkaran mulut;

 Bahwa saksi  pernah melihat  dan mendengar antara Penggugat

dan Tergugat bertengkar mulut;

 Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah  karena Tergugat

ingin punya keturunan, sedang Penggugat sudah tidak bisa memberikan

keturunan  kepada  Tergugat  karena  Penggugat  mempunyai  penyakit

kista;

 Bahwa Penggugat  dan Tergugat  sudah berpisah tempat  tinggal

sejak  Januari  tahun 2019,  Penggugat  meninggalkan rumah kediaman

bersama;

 Bahwa Penggugat kembali tinggal di rumah bersama di Jalan Yos

Sudarso, Kelurahan Kambula-Bulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten

Buton,  sedang Tergugat  tinggal  di  rumah kost  di  Kelurahan Kambula-

Bulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

 Bahwa Tidak, sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat

dan Tergugat dan mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Disclaimer
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 Bahwa pihak keluarga sudah pernah 2 (dua) kali dan atasan Tergugat

sudah  3  (tiga)  kali  berupaya  merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat

namun  berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian,

berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989   tentang  Peradilan  Agama yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun

2009 tentang Perubahan Kedua atas  Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989

Tentang  Peradilan  Agama,  perkara  a  quo adalah  termasuk  kewenangan

Pengadilan  Agama,  dan  perkara  yang  diajukan  Penggugat  sesuai  dengan

perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk

mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali

dengan Tergugat sesuai  Pasal  154  Rechtreglement voor de Buitengewesten

(RBg) akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  hanya  satu  pihak  yang  hadir  di

persidangan  maka  upaya  mediasi  sebagaimana  ketentuan  Peraturan

Mahkamah  Agung  RI,  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, bahwa ternyata tidak pula

ketidakhadirannya  itu  disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah  menurut

hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan

tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan

karena  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dengan  penyebab

sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara

ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian

sebagaimana  Pasal  283  Rechtreglement  voor  de  Buitengewesten  (RBg)  jo

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat telah

mengajukan alat bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukti   P.2   yang  merupakan   akta

autentik yang dikeluarkan oleh pejabat  umum, telah memenuhi  syarat  formil

dan  materiil,  serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan

mengikat  (volledig  enbindende  bewijskracht),  Hakim  berpendapat  bukti  P.2

dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula

dinyatakan  bahwa  dari  padanya  telah  membuktikan  bahwa  Penggugat  dan

Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan

pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya, Penggugat adalah

pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

 Menimbang,  bahwa  Penggugat juga  telah  mengajukan  saksi-saksi

yang  keduanya  telah  memberikan  keterangan  sebagaimana  telah  diuraikan

dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan Penggugat dinilai telah

memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama

yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping

itu  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materil  karena  kesaksiannya

bersumber  dari  penglihatan  dan  pengetahuan  saksi  sendiri,  serta  substansi
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keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya

berdasarkan  Pasal  308  ayat  (1)  dan  Pasal  309  Rechtreglement  voor  de

Buitengewesten  (RBg), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa berdasarkan dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  serta

bukti  tertulis  Penggugat  dan  keterangan  para  saksi,  Majelis  Hakim  telah

menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

 Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah  yang

pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Wolio;

 Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  pernah  hidup  rukun  dan  belum

dikaruniai anak;

 Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  perselisihan  dan

pertengkaran;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan

Januari  tahun  2019  hingga  sekarang,  Penggugat  meninggalkan  rumah

kediaman bersama;

 Bahwa  selama  pisah,  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  ada  lagi

komunikasi;

 Bahwa  Penggugat  kembali  tinggal  di  rumah  bersama  di  Jalan  Yos

Sudarso,  Kelurahan  Kambula-Bulana,  Kecamatan  Pasarwajo,  Kabupaten

Buton, sedang Tergugat tinggal di rumah kost di Kelurahan Kambula-Bulana,

Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

 Bahwa pihak keluarga sudah pernah 2 (dua) kali dan atasan Tergugat

sudah 3 (tiga) kali  berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun

berhasil.

Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun

1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang

Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk  mewujudkan

kehidupan  rumah  tangga  (keluarga)  bahagia,  kekal  berdasarkan  Ketuhanan

Yang Maha Esa, begitu pula pasal (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan

bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  sebagaimana  dikehendaki  oleh  Al-Qur’an
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surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  sebagaimana  tersebut,  maka  tujuan  perkawinan  menjadi  tidak

terwujud;

Menimbang,  bahwa  fakta-fakta  tersebut  di  atas  telah  menunjukkan

bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan

tidak  bisa  dipertahankan  lagi,  karena  sudah  tidak  adanya  kehendak  dari

keduanya  atau  salah  satu  pihak  untuk  melanjutkan  perkawinannya,  dengan

demikian  penyelesaian  yang dipandang bermanfaat  bagi  kedua belah pihak

adalah perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-

Thullab,  juz VI.  halaman 346 yang kemudian diambil  alih  sebagai  pendapat

Hakim sebagai berikut :

                وإناشتدعدمرغبةالزوجةلزوجهاطلقعليهاالقاضىطلقة

Artinya:  “Apabila  telah  memuncak  ketidaksenangan  seorang  istri  kepada

suaminya  maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak

satu”;

Menimbang,  bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah

Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفاسد درء            

Artinya:  “Menolak  terjadinya  mafsadat  lebih  diprioritaskan  daripada  menarik

maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian

yang didalilkan Penggugat selain terbukti  juga telah beralasan dan berdasar

hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam

Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  bahwa  antara  suami  isteri  incasu antara

Penggugat  dan  Tergugat  terjadi  perselisihan  terus  menerus  dan  tidak  ada

harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana  telah  diuraikan  di  muka  terbukti  gugatan  Penggugat  telah
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beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1)

R.Bg,  telah  cukup  alasan  Hakim  untuk  mengabulkan  gugatan  Penggugat

secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119

ayat  (2)  huruf  (c)  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  bentuk  perceraian  antara

Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba’in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT

4.  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada

hari  Senin  tanggal  6  Desember  2021  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  2

Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Khairiah Ahmad, S.H.I.,M.H sebagai Hakim, .dan

putusan  tersebut  diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam sidang  terbuka  untuk

umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh  Adnan, S.Ag. M.H sebagai

Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Khairiah Ahmad, S.HI., M.H.
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Panitera Pengganti,

ttd

Adnan, S.Ag. M.H

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 160.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
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